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Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai

kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat

yang berwenang termasuk peraturan kedinasan.

Yang dimaksud dengan "pejabat fungsional" adalah PNS

yang menduduki jabatan fungsional yang diwajibkan
melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c. . .
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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Huruf c

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
kewajiban melaporkan harta kekayaan kepada pejabat
yang berwenang termasuk peraturan kedinasan.

Yang dimaksud dengan "pejabat lainnya" adalah PNS

yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan
harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

L2

Cukup jelas.

13

Cukup jelas.

l4
Cukup jelas.

15

Ayat ( 1)

Yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai
dengan akhir tahun berjalan" adalah dihitung secara kumulatif
selama 1 (satu) tahun berjalan mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16. . .
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Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jabatan lain yang pengangkatan

dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden"

antara lain Panitera Mahkamah Agung dan Panitera

Mahkamah Konstitusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24...
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Pasal24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat {2)

Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Proses pemeriksaan penjatuhan Hukuman Disiplin oleh atasan
kepada pejabat yang tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin
dilakukan dengan mendengar keterangan dan dituangkan
dalam berita acara pemeriksaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat Pejabat yang Berwenang
Menghukum" adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya
lowong, antara lain karena berhalangan tetap.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya dengan
memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan
surat panggilan.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal27...
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Pasal 27

Ayat (1)

Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kebenaran
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PNS, serta untuk
mengetahui faktor yang mendorong atau menyebabkan yang
bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin.
Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan objektif, sehingga
Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mempertimbangkan
jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan dengan adil.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan secara tertutup" adalah
pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan
Pelanggaran Disiplin dan pemeriksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Kewajiban melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan secara hierarki termasuk hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh inspektorat.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Tim pemeriksa bersifat temporer (Ad Hocl.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30. . .
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Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat ( 1)

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan
untuk kelancaran pemeriksaan dan kelancaran tugas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal40...
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Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang diberlakukan
setelah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Gaji
dan Tunjangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ketentuan ini dimaksudkan untuk jenis Hukuman Disiplin sedang
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih tetap berlaku sampai
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan
Tunjangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 46

Cukup jelas.
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